
 
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN TANAH DATAR 
TAHUN 2011 

NOMOR 1                                      SERI E 

 
      PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 

NOMOR 2 TAHUN 2011 

TENTANG  

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR 

 
Menimbang : a.

   

bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,  Pasal 17 
dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, dan dalam rangka 
memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan 
status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 
yang dialami oleh penduduk perlu dilakukan pengaturan tentang 
Administrasi Kependudukan; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 

 

 

                                                                                                                         3. Undang-undang…



 

  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 

  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, tentang Keimigrasian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 

  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

  10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

 

 

                                                                                                                      13. Undang-undang…



 

  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4634); 

  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 
4674); 

  15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan 
Perkembangan Kependudukan; 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan 
Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republlik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 45); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4592); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 
4736); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4738); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 



 

  24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan  
Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); 

  25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata 
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

  26. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu 
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 
Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional; 

  27. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan  
Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); 

  28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang 
Biaya Pelayanan Catatan Sipil; 

  29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Operasional PPNS dalam Penegakan Peraturan Daerah; 

  30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang 
Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, 
Kartu Tanda Penduduk dan Buku Register Akta dan Kutipan Akta 
Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang 
Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, 
Kartu Tanda Penduduk dan Buku Register Akta dan Kutipan Akta 
Catatan Sipil; 

  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil di Daerah; 

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 
Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi 
Penduduk Rentan Adminitrasi Kependudukan; 



 

  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan 
Oleh Negara Lain; 

  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat 
Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; 

  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir 
dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil; 

  40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); 

  41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2008 
tentang pembentukan Strutur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 4 Seri 
D); 

 

 Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 

dan 

BUPATI TANAH DATAR  

 

MEMUTUSKAN :  

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 

 

BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah 


